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Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Jth

>

2\ TR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam,
pekerjaan  Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Januari
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor
11/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
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Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

145/09/V/2009, tertanggal 08 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat selama kurang lebih 14 tahun dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:

- OXXXXXXXXX

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran
yang di sebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online yang
dilakukan sejak 4 tahun yang lalu dan terus mengulanginya, Tergugat
tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya seperti ketika anaknya
sedang sakit Tergugat mau tahu dan malah sibuk sendiri dengan teman-
temannya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun
2023 Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok karena
permasalahan yang sama sehingga akhirnya memutuskan untuk
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai [I'tikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXxXxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernama:
3.1 XXXXXXXXXX
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxxxxxxxx NIK
1106075706920002 Tanggal 30 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Usman Nomor 1106070907100006
Tanggal 19 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/09/V/2009 Tanggal 08 Mei 2009,
yang dikeluarkan oleh KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda
P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kalahiran nomor
110607-LU-19082011-0003 atas nama Xxxxxxxxxxxtanggal 17 Januari
2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kalahiran nomor 1106-
LT-17052018-0002 atas nama Xxxxxxxxxxxtanggal 17 Mei 2018, yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi

XXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

=
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- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak setelah anak ke 2 (dua) lahir;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-
anak Penggugat serta Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa
tersebut ketika Penggugat dan anak-anak sakit, Tergugat tidak peduli;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sibuk dengan
handphonenya dan bermain judi online serta Tergugat selalu pulang larut
malam sekitar jam 01.00 wib sampai 02.00 wib;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, nafkah hanya diberikan kepada anak-
anak Penggugat dan Tergugat nhamun tidak mencukupi;

- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat
dan Tergugat, anak-anak diberkasih sayang dan pendidikan yang layak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan perbuatan
asusila lainnya;

- bahwa pernah diusahakan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat,
namun tidak berhasil;

2. XxXxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak sekitar tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-
anak serta Tergugat bermain judi online;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahukan oleh Penggugat
tentang peristiwa tersebut;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat saat ini kurang
dalam meberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering
meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, nafkah hanya diberikan kepada anak-
anak Penggugat dan Tergugat namun tidak mencukupi;

- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat
dan Tergugat, anak-anak diberkasih sayang dan pendidikan yang layak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan perbuatan

asusila lainnya;
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- bahwa pernah diusahakan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat,
namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariyah Jantho berwenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya
yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh
prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun
2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,
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Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 sbb :
4 s b Il'..l'cﬁ _;}65 e l,lé ;ﬁo-ll-.mlll .,.'g- e IST.:- v'-',l Lf.} e

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di
Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Jantho,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285
R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran),
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan bahwa benar anak yang bernama Xxxxxxxxxxxdan
Xxxxxxxxxxxmerupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan
Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal
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sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di
dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa
benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan
yang disebabkan karena masalah nafkah, hal mana keterangan dua orang
saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada
pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 7 Mei 2009 di hadapan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan
percekcokan secara terus menerus karena masalah nafkah dan kebiasaan
Tergugat dalam bermain judi online, hingga kemudian selama lebih kurang 3
(tiga) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Hakim telah
menasehati Penggugat pada setiap permulaan persidangan untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman
Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

A3 B &)< ian 35 55m AT e gl 152 W13 ) A%l o 280 B8 ) 0T (pa
G RE o 381 Y
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa
mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut,
karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak
mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua
belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian
hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No0.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah

Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
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dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon
menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar
ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak Penggugat
dan Tergugat yang bernama XXxXXXXXXXxX dan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena tuntutan
tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya
untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi
Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah
kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau
mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh vyaitu menjaga, mengasuh
mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan
pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan
tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib,
sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan
anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan
bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh,
memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak
terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur
12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang
mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan
pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan
kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf
a dan b Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama XXXXXXXXxxx dan Xxxxxxxxxxx keduanya belum
mumayyiz, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema
kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya,
sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang
sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut
terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin
secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan
perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang
mampu memberikan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus
anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut,
lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak
mencapai usia mumayyiz adalah ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat
telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan
sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX
terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut
dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat
(XxXxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx) ditetapkan dibawah asuhan (hadhanah)
Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-
hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak
terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua
orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi
antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat
mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak
tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama
serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya

sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan
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apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak
hadhanah Penggugat dapat dicabut;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXxXxXxXxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXX);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

4.1 XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 18 Maret 2010, jenis
kelamin perempuan;

4.2 XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 17 Juni 2017, jenis
kelamin perempuan;

berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa

atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup

akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak

tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan

pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6

Rajab 1445 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal

berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua

Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal
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11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi,
S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim,
dto
Heti Kurnaini, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,
dto
Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 50.000,00
2. Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp770.000,00

( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah )
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